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RINGKASAN 

 

PROSES PELAPORAN PAJAK PPH 21 PADA POLITEKNIK NEGERI 

JEMBER, Zalfa Talitha Zulhaninta, NIM D42181191, Tahun 2022, Akuntansi 

Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Ika Ristianingsih, S.E (Pembimbing 

Lapang), dan Dessy Putri Andini, S.E., M.M. (Dosen Pembimbing PKL). 

 Politeknik Negeri Jember menerapkan kegiatan Praktik Kerja Lapang 

(PKL) ke dalam kegiatan akademik. Praktik Kerja Lapang dilaksanakan di 

Semester VII bagi seluruh program studi D-IV selama 1 (satu) semester penuh 

dengan bobot 20 SKS yaitu setara dengan 900 jam atau 5 bulan. Pelaksanaan 

Praktik Kerja Lapang (PKL) dilaksanakan di Politeknik Negeri Jember. 

 Politeknik Negeri Jember berada dibawah naungan Kementrian Pendidikan 

dan Kebudayaan. Demi memberikan fasilitas terbaik untuk menciptakan lulusan 

berdaya saing dan berkualitas, Politeknik Negeri Jember memiliki banyak pegawai 

yang harus dibayar penghasilannya yang di dalamnya terdapat kewajiban 

perpajakan yang harus diproses mulai dari dipungut hingga dilaporkan. Karena itu 

penting bagi Politeknik Negeri Jember untuk melakukan pelaporan pajak setiap 

masa atau tahun agar pembukuan, penatausahaan, pelaporan pajak PPh 21 tertib. 

Hasil dari kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) selama lima (5) bulan untuk 

memenuhi tujuan khusus salah satunya memperoleh wawasan terkait proses 

pelaporan pajak PPh 21.  Proses pelaporan pajak PPh 21 dilakukan oleh pelaksana 

pelaporan pajak. Dimulai dari pertama bendahara pengeluaran menyampaikan bukti 

setor pajak kepada pelaksana pembuat pelaporan pajak. Bendahara pengeluaran 

khususnya bendahara pengurus gaji bertugas untuk memotong pajak, membuat e-

billing, membayar pajak, menyerahkan bukti setor pajak ke pelaksana pelaporan 

pajak. Setelah bukti setor diterima kemudian rekapitulasi bukti setor tersebut 

kemudian setelah direkap. Kedua, input data yang telah direkap tersebut ke DJP 

online untuk diproses SPT masanya, lalu diposting dan ditanda tangani oleh 

pengurus. Kirim SPT yang telah lengkap tersebut. Ketiga KPP akan memverifikasi 

SPT masa dan menerbitkan lembar pengesahan Laporan Pajak. Lembar pengesahan 

Laporan Pajak berupa BPE (Bukti Pembayaran Elektronik) yang dapat diunduh 

pada DJP Online. Keempat pelaksana pelaporan pajak melakukan pengarsipan 

Laporan Pajak sesuai masa setelah melaporkannya. Berkas yang diarsipkan yaitu 

Bukti Penerimaan Pajak dari Bank, cetakan kode billing, dan Surat Setoran Pajak. 

 

 


